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#
BPD, Pemdes, LKD, Dilakukan
Ormas, Orpol, berdasarkan
1 I\Dngss:?“‘:lvlf‘sﬁg) Terbuka BPD Lemdik, Kader Desa, renacan secara Desa Memutuskan hal-hal yang
Tomas, Pokmas, reguler dan bersifat strategis bagi desa.
Undangan dan kebutuhan
Peninjau. insidensial Desa
MUSYAWARAH Anggota BPD dan :;?'(I‘(:I:ﬁ 12 ((:aliz)) P‘Lv;:?ﬁ’ﬁ:n Berdasarkan keperluan dan
2 DUSUN / WILAYAH Terbuka BPD Masyarakat Wilayah tahun, yaitu: Mei nya. RT, RW peruntukannya sebagai
(MUSDUS / MUSWIL) Pemilihannya d X : ~ o | fungsi aspirasi
an Nopember Dusun
Angg::aili’lgndan Meminta pandangan dan
MUSYAWARAH masvarakat terutama Berdasarkan masukan masyarakat atas
3 KONSULTASI Terbuka BPD ¥ . Desa masalah tertentu yang akan
(MUSKON) yang terka_lt CELIEL B dan/atau sedang dibahas
materi yang oleh BPD
dikonsultasikan
Anggota BPD
dengan Unsur Meminta keterangan dan
MUSYAWARAH Tertutup Pemdes, LKD, LAD, Berdasarkan pandangan atas suatu hal
4 KOORDINASI Terbuka BPD LKD Lainnya kebutuhan Desa dari hasil pengawasan
(MUSKOOR) dan/atau OKD yang dan/atau penampungan
relevan dengan aspirasi masyarakat
permasalahan
Antara lain:
1. Menyusun Kelembagaan.
2. Menyusun Tata Tertib.
3. Menyusun Raperdes (Hak
Sesuai dengan Inisiatif).
5 'I:”IIEJESNYS L] UL BPD 1A Und:ar!gan 2 keperluan dan Desa 4. Memutuskan
(MUSPLE) Terbuka Peninjau
peruntukannya Persepakatan atas
Raperdes menjadi Perdes
(Fungsi Legeslasi
dan/atau Fungsi
Anggaran).
Antara lain:
BPD dengan Unsur 1. Bid Penyelenggaraan
Pemdes, LKD, LAD, Pemerintahan
MUSYAWARAH Tertutup LKD Lainnya, OKD Sesuai dengan 2. Bid Pelaksanaan
6 BIDANG Terbuka BPD dan/atau individu keperluan dan Bidang Pembangunan
(MUSBID) masyarakat desa peruntukannya 3. Bid Pembinaan
sesuai dengan Kemasyarakatan
Bidangnya 4. Bid Pemberdayaan
Masyarakat
Peraturan yang berlaku baik
MUSYAWARAH e Sesuai dengan Desa | San Pemerinah, Pemerintah
7 | SOSIALISASI Terbuka BPD Un daxgan Sen keperluan dan danlatau Pen?erintah biupaten /
L) Peninjau. PRI EE CellETE Kota. Terutama Peraturan
Desa

1. Untuk bulan Januari,

. materinya ususlan untuk
Para unsur Pimpinan ¥

MUSYAWARAH BPD. Pomdes. KD, | 2 (dua) kali dalam RKPD KalKota, RKPD
2 RENCANA Tertutu KEPALA DESA O;'mas o ,ol ’ 1 (satu) tahun, Desa Prov, dan RKPN untuk

PEMBANGUNAN P (PEMDES) P defDésa yaitu: Januari dan tahun berikutnya.

(MUSRENBANG) Pokias Juli 2. Untuk bulan Juli,

materinya adalah bahan
RKPDes tahun berikutnya.




3. Diajukan ke
musrenbangdes

Pemdes dan Meminta pandangan,
Perwakilan masukan dan persetujuan
OO KEPALA DESA | masyarakat terutama Berdasarkan masyarakat atas pokok-
KONSULTASI Terbuka . Desa .
(MUSKON) (PEMDES) yang terkait dengan kebutuhan pokok substansi Peraturan
materi yang Desa yang akan diajukan
dikonsultasikan kepada BPD
Pemdes dengan Meminta keterangan dan
MUSYAWARAH unsur dari BPD, pandangan atas suatu hal
KOORDINASI .'rl'zrrtl;ﬁ:: Kiﬁéhggg)s A LKD, Ormas, Orpol, Bke(:gzts:r:gin Desa dari hasil pemantauan
(MUSKOOR) Lemdik, Kader Desa, dan/atau masukan
Tomas, Pokmas, masyarakat
WS YAWARA
KERJA Tertutup | KEPALADESA | Perangkat Desa dan 99 Desa P an,
dan/atau bulanan masukan, pembagian tugas
(MUSKER) Staf Perangkat Desa
tambahan dll.
Peraturan yang berlaku baik
Pemdes dendan dari Pemerintah, Pemerintah
MUSYAWARAH 9 Sesuai dengan Propinsi maupun dari
KEPALA DESA Masyarakat, .
SOSIALISASI Terbuka keperluan dan Desa Pemerintah Kabupaten /
(PEMDES) Undangan dan
(MUSSOS) o peruntukannya Kota. Terutama Peraturan
Peninjau. .
Desa dan kebijakan
Pemerintahan Desa
D9 SA d:: kﬁi:i:?i?n Berdasarkan Institusional PETLY EETL, D20
KOORDINASI Tertutup | SEKRETARIAT 9 ’ laporan, evaluasi dan
LAD dan Ormas kebutuhan dan Sektoral
(MUSKOOR) . masukan.
lainnya
MUSYAWARAH Sekdas, Kaur, Kas| Berdasarkan Institusional :e(\?ar:zggidas;’n:;‘i):;:: ’
KERJA Tertutup | SEKRETARIAT dan Staf Perangkat P A
kebutuhan dan Sektoral | masukan, pembagian tugas
(MUSKER) Desa )
secara teknis
Peraturan yang berlaku baik
Unsur Sekretariat dari Pemerintah, Pemerintah
MUSYAWARAH desa dengan Sesuai dengan Institusional Propinsi maupun dari
SOSIALISASI Terbuka | SEKRETARIAT Masyarakat, keperluan dan dan Sektoral Pemerintah Kabupaten /
(MUSSOS) Undangan dan peruntukannya Kota. Terutama Peraturan
Peninjau. Desa dan kebijakan
Pemerintahan Desa
1. Sebelum pelaksanaan
kegiatan anggaran
PPKPKD, PPKD, Sebelum dan igb;“a%:'npers'apa"
PKA (Pelaksana PKA, TPBJ /| TPK sesudah 2 Digt]en ar.1 keaiatan bila
MUSYAWARAH Kegiatan dan TIMWAS yang pelaksanaan " foriod berubatan
PEMBANGUNAN Anggaran) dari unsur BPD dan kegiatan Institusional jacl p
Terbuka . kegiatan anggaran
DESA Kaur dan/atau Wakil Masyarakat anggaran, serta dan Sektoral 3. Sesudah pelaksanaan
(MUSBANGDES) Kasi yang serta calon tukan jika terjadi ’ . P
: . . kegiatan anggaran
membidangi dan pekerja (untuk perubahan . :
kegiatan fisik) kegiatan anggaran SE L T A
laporan serta serah terima
hasil pekerjaan (untuk
kegiatan fisik)
MUSYAWARAH Berdasarkan o Meminta pandangan dan
KONSULTASI Terbuka LKDI{aLi:r? laLKD Il-gr?nl t’:grll LB};[I)) kebutuhan dan g;s:tsﬁ:onr:ll masukan atas suatu
(MUSKON) y y kondisi persoalan kepada BPD
MUSYAWARAH LKD / LAD / LKD Berdasarkan o Meminta keterangan,
KOORDINASI Terbuka LKDZ;}Q? IaLKD Lainnya dan Kepala kebutuhan dan Lgsgléis;&'lg: pandangan atas suatu hal
(MUSKOOR) y Desa (Pemdes) kondisi partisipatif masyarakat
1. Membahas hal-hal umum
MUSYAWARAH Pengurus LKD / LAD Berdasarkan Lo lembaga.
PLENO Tertutup LKDIfaLiﬁr? IaLKD / LKD Lainnya kebutuhan dan g:asr?tsl:eskltoorzll 2. Perencanaa, pelaksanaan,
(MUSPLE) y dengan anggota kondisi laporan dan evaluasi
kegiatan.
Seksi / Bidana / Seksi / Bidang / Biro 1. Membahas hal-hal
MUSYAWARAH Biro g Pengurus LKD / LAD Berdasarkan Institusional strategis bidangnya
SEKSI / BIDANG / Tertutup / LKD Lainnya kebutuhan dan 2. Perencanaa, pelaksanaan,
LKD / LAD / LKD . dan Sektoral .
BIRO Lai dengan anggota kondisi laporan dan evaluasi
ainnya - . . .
yang membidangi kegiatan bidangnya
1. Membabhas hal-hal
MUSYAWARAH o strategis lembaga.
KERJA Tertutup LKleaLiﬁr? laLKD Pen/gLuKrBsLI;:(n[:]lal‘.AD Setiap bulan :‘ant'tsisk'toor::ll 2. Perencanaa, pelaksanaan,
(MUSKER) y y laporan dan evaluasi
kegiatan.
OO LKD /LAD /LKD | Pengurus LKD /LAD EZREENTI] Institusional | Mensosialisasikan program
SOSIALISASI Terbuka . . kebutuhan dan .
Lainnya / LKD Lainnya, . dan Sektoral | kegiatan LKD / LAD / LKD
(MUSSOS) kondisi




anggota dan
masyarakat

Lainnya kepada anggota
dan/atau masyarakat.

MUSYAWARAH Badan Desa Badan Desa dan Berdasarkan Institusional Meminta keterangan,
2 KOORDINASI Terbuka (kecuali BPD Kepala Desa kebutuhan dan dan Sektoral pandangan atas suatu hal
(MUSKOOR) dan Pemdes) (Pemdes) kondisi partisipatif masyarakat
1. Membahas hal-hal umum
MUSYAWARAH Badan Desa Badan Desa dengan Berdasarkan Institusional lembaga.
3 PLENO Tertutup (kecuali BPD anadota kebutuhan dan dan Sektoral 2. Perencanaa, pelaksanaan,
(MUSPLE) dan Pemdes) 99 kondisi laporan dan evaluasi
kegiatan.
Seksi/Bidang/ | Seksi/Bidang /Biro 1. Membabhas hal-hal
MUSYAWARAH Biro Pengurus LKD / LAD Berdasarkan Institusional strategis bidangnya
4 SEKSI / BIDANG / Tertutup Badan Desa / LKD Lainnya kebutuhan dan dan Sektoral 2. Perencanaa, pelaksanaan,
BIRO (kecuali BPD dengan anggota kondisi laporan dan evaluasi
dan Pemdes) yang membidangi kegiatan bidangnya
1. Membabhas hal-hal
MUSYAWARAH Badan Desa Institusional strategis lembaga.
5 KERJA Tertutup (kecuali BPD Badan Desa Setiap bulan dan Sektoral 2. Perencanaa, pelaksanaan,
(MUSKER) dan Pemdes) laporan dan evaluasi
kegiatan.
MUSYAWARAH Badan Desa Badan Desa, Berdasarkan Institusional r:g;}:?asr:ag::::%r;gﬁ?:ia
6 SOSIALISASI Terbuka (kecuali BPD anggota dan kebutuhan dan d
. an Sektoral | anggota dan/atau
(MUSSOS) dan Pemdes) masyarakat kondisi
masyarakat.
Catatan; Pusat Bimbingan Teknik
Sebagian kegiatan musyawarah tersebut di atas Padepokan Literasi Nusantara

berdasarkan UU, PP dan Permen. Sedangkan sebagian
lainnya berdasarkan Perdes dengan memperhatikan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan berskala lokal

desa.
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